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BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
NOMOR  28 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
NOMOR  19  TAHUN  2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 
08.A/LHP/XIX.SMD/V/2011 tanggal 17 Mei 2011  khususnya kebijakan 
“Akuntansi Atas Belanja Barang Pakai Habis Dan Belanja Modal dan Belanja 
Pemeliharaan” pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor  
19 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Penajam Paser Utara; 

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4182); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser 
Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 6); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2009 Nomor 11); 

21. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor  19  Tahun  2010 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER 
UTARA. 

 
 
 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor  19  Tahun  2010 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran pada Kebijakan Akuntansi No. 07 Akuntansi Belanja paragraf 
kebijakan “PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN 
BELANJA MODAL” Nomor 33 huruf (c) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA 
MODAL 
33. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya 

akan  menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 
(a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
(b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak 

untuk dijual; 
(c) Melebihi nilai kapitalisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

tersendiri. 
 
2. Ketentuan Lampiran pada Kebijakan Akuntansi No. 07 Akuntansi Belanja paragraf 

kebijakan “PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN” Nomor 34 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN 
34. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja 

modal  (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai 
berikut : 
(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : 

a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 
b. bertambah umur ekonomis, dan/atau 
c. bertambah volume, dan/atau 
d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau 

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap 
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 
telah ditetapkan.  
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Pasal II 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
 

 
 
 
Ditetapkan di Penajam 
pada tanggal  25 Nopember 2011 
 
 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 

 
 
                                Ttd 
 

H. ANDI HARAHAP 
 
 

Diundangkan di Penajam 
pada tanggal 25 Nopember 2011   
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 
 

 
         Ttd 

 
 

H. SUTIMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 28.  
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